KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan

pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan
terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan
Aspirasi Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dharmasraya tentang Tim Koordinasi

Pengelolaan Pengaduan dan  Petugas  Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4899;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4.

10.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan - 2 - Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6863);

. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020
tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi
Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan,
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 916
Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Pengaduan dan  Petugas Sistem  Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan
Aspirasi Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum,;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TIM KOORDINASI

PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE

RAKYAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA.

Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan

Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Dharmasraya, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

Adalah:

1. melakukan pengelolaan pengaduan untuk
ditindaklanjuti;

2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan
berdasarkan kategori pengaduan;

3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan
penyelesaian pengaduan di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan
dengan pengelolaan pengaduan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 15 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

& {

Fauzi'l]_,_f_ Hidayat

/



PIRAN

JTUSAN SEKRETARIS KOMISI

[LIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 24
TAHUN 2025
TENTANG TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI

PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI
LINGKUNGAN KOMISI

UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

No. NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
1. | Amrullah Sekretaris Penanggung
Komisi Pemilihan Umum jawab
Kabupaten Dharmasraya
2. | Fauzil Hidayat Kepala Sub Bagian Ketua
Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum
3. | Iwan Prasetyo Kepala Sub Bagian Sekretaris
Keuangan, Umum, dan Logistik
4. | Teti Gusneli Kepala Sub Bagian Anggota
Perencanaan, Data, dan
Informasi
5. | Johannes Tagor S. Kepala Sub Bagian Anggota
Partisipasi, Hubungan
Masyarakat, dan SDM
6. | Doni Elfitra Pelaksana pada Sub Bagian Anggota

PEMILIHAN




Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

7. | Fadhil Mualim

Pelaksana pada Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Anggota

8. | Dilla Febriani

Pelaksana pada Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Anggota

9. | Meri Andani

Penata Kelola Pemilihan Umum
Ahli Pertama

Anggota

10. | Hidayat

Penata Kelola Pemilihan Umum
Ahli Pertama

Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

AMRULLAH

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

F'aiuz? Hidayat




